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BERITA DAERAH 

KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 24 TAHUN 2015 

  

PERATURAN BUPATI KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 24 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang : a. 

TAHUN ANGGARAN 2014 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo 

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 

sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 

2014: 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 

2014,
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Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 3569), 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4048), 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3688), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851): 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438): 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234),
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679): 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 

tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah 

Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 

Nomor 3147), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4138) : 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) : 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 

diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712): 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4574), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614), 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
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Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737), 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011, 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2006 Nomor 4 Seri E), 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 

5Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 

5): 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo 

Tahun 2014 Nomor 6): 

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 

Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2014 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 

2015 Nomor 4), 

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 41 Tahun 2013 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2013 Nomor 

HM) 

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2014 Nomor 

23): 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2014 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2014 

terdiri dari: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Rp. 105.365.567.589,25 

b. Dana Perimbangan 

Rp. 678.889.236.526,00 

c. Lain-lain Pendapatan yang sah
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Rp. 132.589.153.831,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 916.843.957.946,29 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Belanja Pegawai 

Belanja Bunga 

Belanja Subsidi 

Belanja Hibah 

Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Bagi Hasil 

Belanja Bantuan Keuangan 

Belanja Tak Terduga 

Rp. 491.240.578.097,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 12.467.903.948,00 

Rp. 3.812.550.160,00 

Rp. 1.231.290.540,00 

Rp. 23.210.704.611,00 

Rp. 67.535.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

Rp. 532.030.562.356,00 

Rp. 53.405.813.720,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp.140.966.227.584,74 

3) Belanja Modal Rp.148.576.860.329,00 

Jumlah Belanja Langsung 

Rp.342.948.901.633,74 

Total Jumlah Belanja Rp.874.979.463.989,74 

Surplus / (Defisit) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Rp. 41.864.493.956,55 

Rp. 86.910.091.110,89 

Rp. 925.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 85.985.091.110,89
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Sisa lebih pembiayaan anggaran 

Tahun (2014) Rp.127.849.585.067,44 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I 

Peraturan ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke 

dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran 

II Peraturan ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari peraturan ini. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah. 

Ditetapkan di Limboto 

pada tanggal 8 Juli 2015 

BUPATI GORONTALO, 

TTD 

DAVID BOBIHOE AKIB 

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 8 Juli 2015 

SEKRETARIS DAERAH.KABUPATEN GORONTALO, 

pns 

  

AH U. TAYEB 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 

24


